
NOMOR: 23

BERI'tA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 23 TAHUN 2019

TAHUN2019

Mengingat

Menimbang

'TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNANSARANA DAN
PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAY AAN MASYARAKAT

DI KELURAHAN KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MAJALENGKA,

a 'bahwa d~am rangkamewujudkan pengelolaan kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat dikelurahan yang tertib,
efektif, efisien, transparan dan terarahsesuai ketentuan
. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan Pembangunan Saranadan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan,
diperlukan pedoman dalam pelaksanaannya.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlumenetapkan Peraturan Bupati
ten tang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan KabuPGlten Majalengka.

1. Pasal 18 ayat (6)Undang-Undang Dasar NegaraRepublik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
. Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950)sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Pu.rwakarta dan Kabupaten
Subangdengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

3. Undang~Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia N'omor 4286);

4. Undang-Undang 2
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasiorta1(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerlntahan (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 20 14 Nomor292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerlntah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang NegaralDaerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

11.Peraturan Pemerlntah Nomor 71 Tahun2010 tentang
Stan dar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor92,
Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor
5533);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah 3
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14. Peraturan Pemerlntah Nom-or 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6206);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor6322);

16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barangj Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 33);

17. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006
tentang .Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun2011 Nomor 310);

18. PeraturanMenteri Dalam NegeriNomor 19 Tahun 2016
tentang Pedornan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018
ten tang Kegiatan Pembangunan Saranadan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat eli Kelurahan
(BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
139);

20. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan BaranglJasa
Pemerintah Nomor 8 Tahun2018 tentang Pedoman
Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 761);

21. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 28 Tahun 2018
tentang Sistemdan ProsedurPengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2018 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATJ. TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DJ
KELURAHANKABUPATEN MAJALENGKA.

BASI
KETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.

2. Pemerintah Daerah 4
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2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusanpemerintahap.
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin

oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat

Kecamatan.
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakanoleh satu atau lebih

unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program dan terdiridari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber claya baik yang berupa sumber daya manusia, barang
modal termasuk peralatan dan teknologi,dana, atau kombinasidari
beberapa atau kesemuajenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input)
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan daerahyang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

9. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan
adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahandi Daerah Kabupaten untuk
kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

10. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana
masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk
memperbaiki situasi dan kondisi dirinya.

11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat
LPM Kelurahan adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa
masyarakat sebagai bagian Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan
mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

12. Pembangunan sarana prasarana lingkungan kelurahan adalah
.pembangunan fisik dengan konstruksi sederhana di lingkup kelurahan
dengan berpedoman pada hasil MusyawarahPerencanaan Pembangunan
sesuai dengan skalaprioritas.

13. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatau.sahaan, pelaporan,
pertanggungjawabandan pengawasan keuangan daerah.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama olehPemerintah Daerah dan Dewan PerwakilanRakyat
Daerah (DPRD)danditetapkan dengan Peraturan Daerah.

15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai
bendahara umum daerah.

16. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian
tugas BUD.

17. Pengguna 5
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17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PAadalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaananggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

18. Kuasa Penggu.na Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsinya.

19. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat
yang diberl kewenangan oleh PAIKPAuntuk mengambil keputusan
dan/ atau melakukan tindakanyang dapat mengakibatkanpengeluaran
anggaran belanja negaral anggaran belanja daerah.

20. Pejabat Pelaksana Telmis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPrK adalah
pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau
beberapa kegiatan dati suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

21. Bendahara Pengeluaran adalahpejabat fungsional yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya
disingkat Musrenbang Kelurahan adalah musyawarahperencanaan
pembangunan di tingkat kelurahanuntuk mendiskusikan masalah yang
dihadapi masyarakat dan memutuskan prioritas untuk pembangunan
jangka pendek.

23.0rganisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah
organisasiyang didirikan dan dibentukoleh masyarakat secara sukarela
berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan,kepentingan,
kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi
tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila.

24. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokmas adalah kelompok
masyarakat yang melaksanakan pengadaan barang/ jasa dengandukungan
anggaran belanja dati APBNjAPBD.

25. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKAadalah
dokumen perencanaandan penganggaran yang berisi rencana pendapatan,
rencana belanja program, dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai
dasar penyusunan APBD.

26. DokumenPelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkatDPA adalah
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan oleh PA/KPA.

27. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yangbertanggungjawab atas
pelaksanaan Kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan
permintaan pembayaran.

28. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SP;I'-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidakdapat
dilakukandengan pembayaran langsung.

29. Surat ....'.. 6
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29. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPP-TUadalah dokumen yang diajukan oleh
bendahara pengeluaranuntuk permintaan tambahan uang persediaanguna
melaksanakan Kegiatan SKPD yangbersifat mendesak dan tidak dapat
digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

30. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-
LSadalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk
perrnintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar
perjanjian kontrak kerja atau suratperintah kerja lainnya dan pembayaran
gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu
yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

31. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen
yang digunakanjditerbitkan oleh PAIKPA untuk penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

32.Surat Perintah PencairanDana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan
oleh BUD berdasarkan SPM.

33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaranyang selanjutnya disingkat SiLPAadalah
selisih lebih realisasi penerimaandan pengeluaran anggaran selama satu
periodeanggaran.

BAB II
KEGIATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasa12

Peraturan Bupati ini mengatur kegiatan :
a. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan
b. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Bagian Kedua
Kegiatan pembangunan sarana dan prasatana Kelurahan

Pasa! 3

(1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf a digunakan untuk membiayai pelayanan
sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup
masyarakat.

(2) Kegiatanpembangunan sarana dan prasaranaKelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)meliputi :
a. pengadaan,pembangunan, pengembangan,dan pemeliharaansarana

dan prasarana lingkungan pemukiman;
b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana

dan prasarana transportasi;
c.. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana

dan prasarana kesehatan; danjatau

d. pengadaan 7
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d. pengadaan, pemb angunan , pengembangan, dan pemeliharaan sarana
dan prasarana pendidikan dan kebudayaan.

(3) Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan
sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 dibatasi hanya untuk sarana dan
prasarana yang bersifat sederhana.

Pasa1 4

(1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan
prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) huruf a, meliputi :
a. jaringan air minum;
b. drainase dan selokan;
c. sarana pengumpulandanpengolahan sampah;
d. sumur resapan;
e. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
f. alat pemadam api ringan;
g. pompa kebakaranportabel;
h. penerangan lingkungan pemukiman; danfatau
i. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya sesuai dengan

kebutuhan dan karakteristik kelurahan.

(2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana transportasi sebagaimana dimaksud ,dalamPasal 3ayat(2)
huruf b, meliputi:
a. jalan pemukiman;
b. jalan poras Kelurahan; danfatau
c. sarana prasarana transportasi lainnya sesuai dengan kebutuhan dan

karakteristik kelurahan.

(3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf
c, meliputi :
a. mandi, cuci, kakusuntuk umum/komunal,
b. pas pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; danjatau
c. saranaprasarana kesehatan lainnyasesuai dengan kebutuhan dan

karakteristik kelurahan.

(4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimanadimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) huruf d, meliputi :
a. taman bacaan masyarakat;
b. bangunan pendidikan anak usia dini;
c. wahana permainan anak dipendidikan anak usia dini; dan Iatau
d. saranaprasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya sesuai dengan

kebutuhan dan karakteristik kelurahan.

Bagian 8
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Bagian Ketiga
Kegiatan PemberdayaanMasyarakat di Kelurahan

Pasal5

(1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat diKelurahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf b,. digunakan untuk peningkatan kapasitas dan
kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi
dan sumber daya sendiri.

(2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat diKelurahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yaitu:
a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikandan kebudayaan;
c. pengelolaan kegiatan pengembangan usahamikro, kecildan menengah;
do pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
e. pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum danperlindungan

masyarakat; dan/ atau
f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana

serta kejadian luar biasa lainnya.

Pasal 6

(1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi :
a. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
b. keluarga berencana;
c. pelatihan pengembangan sumber daya manusia kader kesehatan

masyarakat; danj atau
d. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya sesuai

dengan kebutuhan dan karakteristik kelurahan.

(2) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dankebudayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf bmeliputi:
a. penyelenggaraan pelatihan kerja;
b. penyelengaraan kursus seni budaya; dan/ atau
c. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya

sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik kelurahan.

(3) Pengelolaan kegiatan pengembangan usahamikro, kecil, dan menengah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal5 ayat (2)huruf c, meliputi :
a. penyelenggaraan pelatihan usaha; dani. atau
b. Pelatihan start up digitalpemasaran produk usaha;
c. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, keeil, dan

menengah lainnya sesuai dengan kebutuhandan karakteristik
kelurahan.

(4) Pengelolaan kegiatan Iembaga kemasyarakatan sebagaimana. dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi :
a. pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; danlatau
b. kegiatanpengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai dengan

kebutuhan dan karakteristik kelurahan.

(5) Pengelolaan 9
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(5) Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertib an umum, danperlindungan
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal Sayat (2) huruf e,
meliputi:
a. pengadaanjpenyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;
b. penguatBn dan peningkatan kapasitas tenaga keamananlketertiban

Kelurahan;
c. sosialisasi hukum ketentramanjketertiban umuml perlindungan

masyarakat; dan/atau
d. kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan

masyarakat lainnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik
kelurahan.

(6) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta
keJadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(2)
huruf f,meliputi :
a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
d. edukasi manajem~n proteksi kebakaran; dan/atau
e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan

kebutuhan dan karakteristik kelurahan.

Pasal 7

(1) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat eli Kelurahan sebagaimana dimaksu,d dalam
Pasa14 dan Pasal 6dilakukan melaluimusyawarah perencanaan
pembangunan Kelurahan.

(2) Dalam hal terdapat penambahan dan/ atau perubahan kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan
masyarakat di Kelurahan sebagaimana (limaksud padaayat (l),dilakukan
melalui musyawarah antara Lurahdengan lembaga pemberdayaan
masyarakat kelurahan.

(3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk
mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/ atau
perubahan.

(4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk
berita acara.

Pasa! 8

(1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun dalamdokumen
perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud padaayat (1), dilakukan
denganmelimpahkan kewe.nangan Bupati kepadaCamatdengan
KeputusanBupati.

BAB III 10
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BAB III
PENGANGGARAN

Pasa19

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan anggaran dalam APBD
Kabupaten untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

(2) Alokasi anggaransebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan ke
dalam anggaran Kecamatan padabagian anggaran Kelurahan untuk
dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PasallO

(1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) dialokasikan anggaran yang besarannya disesuaikan
dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) Besaran alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat( 1)ditetapkan
dalam DPAkecamatan sesuai ketentuan PeraturanPerundang-undangan.

Pasal 11

(1) Berdasarkandokumen perencanaan daerah sebagaimanadimaksud dalam
Pasal8 ayat (I), Kecamatan menyusun Rencana KeIja dan Anggaran sesuai
dengan sumber pendanaanmasing-masing kegiatan.

(2) R~ncana Kerja dan Anggaran Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disusun olehCamat atas usul Lurah selaku KPA sesum dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Anggaran Kegiatan sebagaimana dimaksudpada ayat (2), masing-masing
dituangkan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran tersendiri.

BAB IV
PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

(1) Bupati menetapkan Lurah selaku KPA untuk melaksanakan kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan
masyarakat di Kelurahan.

(2) Lurah selaku KPAsebagaimanadimaksu.d pada ayat (1) menunjuk Pejabat
Penatausahaan Keuangan Pembantu dan PPTK di Kelurahan.

(3) Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan
berdasarkan usulan Lurahselaku Kuasa Pengguna Anggaranmelalui BUD.

Pasal 13 11
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Pasal 13

(1) KPAdalamPengadaan BaranglJasamelaksanakanpendelegasian sesuai
dengan pelimpahandari PA.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPAberwenang
menjawab Sanggah Banding pesertaTender PekeIjaanKonstruksi.

(3) KPA dapatmenugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan : .

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran
belanja; dan/ at au

b. mengadakan perjanjiandenganpihak lain dalam batasan anggaran
belanja yang telahditetapkan.

(4) KPAdapat dibantu oleh pengelola Pengadaan Barang/ Jasa.

(5) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat
merangkap sebagai PPK.

Pasal14

Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana
dimaksuddalam Pasal12 ayat (2) bertugas :
a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang yang disampaikan oleh

Bendahara Pengeluaran dan diketahuil disetujui oleh PPTK;

b. meneliti kelengkapan SPP-TV yang diajukanoleh BendaharaPengeluaran
Pembantu;

.c. melakukan veriftkasi SPP;
d. menyiapkan SPM; dan
e. melakukan verifikasiharianatas penerimaan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 15

(1) Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan
prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
melibatkan pokmasdanjatau armas.

(2) Pokmas dan/atau ormassebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan
pokmas danl atau ormas yang berdomisili di wilayah administrasi
kelurahan lokasi kegiatan.

(3) Ketentuanmengenai pokmas dan/atau ormas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ..

Pasa116 12
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Pasal 16

(1) Pengadaan barang dan jasa dalamkegiatan pembangunan sarana dan
prasarana Kelurahandan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan eli bidang pengadaan
barang dan jasa.

(2) Dalam halpengadaan barang danjasa yang melibatkan Pokmasdanfatau
Ormas melalui mekanisme swakelola, Pemerintah Daerah dapat
menugaskan fasilitator dari Perangkat Daerah teknis untuk membantu
tugas Pokmas dan! atau Ormas dalam persiapan, pelaksanaandan
pengawasan swakelola.

(3) Pengelolaan barang yangdihasilkandalam kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB V
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasa! 17

(1) Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasaranaKelurahan
dan pemberdayaanmasyarakat di Kelurahan menggunakan mekanisme
tambahan uang dan mekanisme langsung sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaporan keuangan kegiatan pembangunan saranadan prasarana
Kelurahandan pemberdayaan masyarakatdi Kelurahan dilaksanakan oleh
Kecamatan selaku entitas akuntansi.

(3) Pengakuan belanja dan beban atas anggaran kegiatan pembangunan
sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di
Kelurahan berdasarkan laporan pertanggungjawaban tambahan uang dan
laporan pertanggungjawaban fungsional.

(4) Sisaanggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan
dan pemberdayaan masyarakat diKelurahan, yang berada di RKUD
maupun rekening Kelurahan menjadi SiLPA yang akan diperhitungkan
pada alokasi untuk Kegiatan tahun anggaran selanjutnya.

Pasa! 18

(I) Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dalam melaksanakan .
pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana dan prasarana
Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan mempunyai tugas
melakukan verifikasi atas laporanpertanggungjawaban yang disampaikan
olehBendahara Pengeluaran Pembantu kepada KPA.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan

keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;

b.menguji...... 13
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b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek
yang tercantum dalam ringkasan per rincianobjek;

c. menghitung pengenaan PajakPertambahan Nilai/Pajak Penghasilan
atas beban pengeluaran per rincian objek; dan

d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan
periode sebelumnya.

(3) Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunansaranadan
prasarana Kelurahandan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang
bersumberdari APBD sebagaimana dimaksuddalam Pasa! lOayat (1)
disampaikan kepada Camat dan BUD setiap' semester.

(4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) tercantum dalam
Lampiran Peraturan Bupati ini.,

(5) Bataswaktu penyampaian laporan sebagaimanadimaksud pada ayat(3),
untuk:
a. semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli; dan
b. semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari.

(6) Lurahmenyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana
dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
kepada Bupati melalui 'Camat.

(7) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan
sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat .di
Kelurahan kepadaMenteri mela1uiGubemur Jawa Barat sebagai wakil
Pemerintah Pusat.

BABVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan
pembangunan saran a prasarana Kelurahan dan pemberdayaan
masyarakat di Kelurahan.

(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Bupati dapat
melimpahkankewenangannya kepada Camat.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(l) dalampelaksanaannya
dibantu oleh Inspektorat Kabupaten Majalengka.

(4) Pembinaan dan pengawasan oleh camat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 20

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) -dilakukan
dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihanserta
penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. '

(2)Pembinaan 14
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(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh
Pemerintah PusatdanGubemur JawaBarat sebagai wakil Pemerintah
Pusat.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dilakukan
dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUANPENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 30 April 2019

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

;#

AHMAD SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKATAHUN 2019 NOM OR 23

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA,

GUN GUN M.D .• S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003



LAM PI RAN PERAT-URAN BUPATI MAJALENGKA
Nomor : 23 Tahun 2019
Tanggal : 30 April 2019
Tentang : PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN

DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DJ KELURAHANKABUPATEN MAJALENGKA.

LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

KABUPATEN

KECAMATANIKODE WlLAYAH

KELURAHANjKODE WILAY AH

SEMESTER

TAHUN ANGGARAN -
NO URAIAN OUT.PUT ANGGARAN REAl,ISA81 SlSA % TEBAGA BRJA BURASI UPAH KET

VOLUME SATUAN fRo) (Rp) % fR1») I %
CAPAlAN OUTPUT lORANG' •KARl' ,ao)

(11 f2' (3' (41 (51 (6) (71=161lt51 .181 (9)=(81/(5) (10. flU f12t f13l (14)

1 A. Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelutahan

1. Kegiatan 1........

2 ......... Kegiatan 2

3 ......... Kegiatan 3

4................... Dst

1
1 B. Pemberdayaan I I 1 I I I IMasyarakat Di Kelurahan

L=l ~:::::~:::::::: I I. I lui I .. lluuur III~



(1) (2l (3) (4) (5) (6) (7)=(6)J(5) (8l (9)=(S)/{5) flO) (11) ,12} (13) (14)
3......... Kegiatan3
4...•.•............. Dst

NO I Uraian

Mengatahui;
Lurah selaku KPA

Ttd

Namajelas
NIP

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Ttd

Namajelas

NIP

1 Kolom1 disi dengan nomor urut program/kegiatan
2 Kolom2 diisi dengan urman kegiatan
3 Kolom3 dUsidengan output, misal : 500
4 Kolom4 diisi dengan satuan output, misal : meter
5 Kolom5 dUsidengan jumlah anggaran
6 Kolom6 diisi dengan jumlah realisasi
7 "Kolom7 dusi dengan persentase realisasi te~hadap anggaran
8 Kolom8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9 Kolom9 diisi dengan selisih persentase sisa
10 Kolom10 diisi dengan capaian output dengen perhitungan sebagai berikut:

a. Kegiatan pembangunanjpemeliharaanjpengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fh>ikdi lapangan dan fota;
b. Kegiatan non fisik dengan cara :

- Penyelesaian kertas kerjajkerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan~ lokasi~targetjsasaran, dan anggaran sebesar 300/0;
- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajaran sebesar 500/0;
- Kegiatan telah dilaksanakan sebesar 800/0; dan
- Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 1000/0

11 I Kolom11, 12 dan 13dalam rangka pelaksanaan programjkegiatan chas for work/uang muka keIja yang diisi hanya untuk kegiatan di Kelurahan pada bidang pelaksanaan
pembangunan

12 I Kolom14 diisi dengan'sumber dana (APEDatau DAUTambahan)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA,

------==t .4

GUN GUN M.D., S.H.! M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALE"NGKA,

~

~

AHMAD SODIKIN

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016

